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Penutup 
Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan betapa koordinasi pem-
berangkatan haji sangatlah penting. Selain dibutuhkan keikutsertaan pemerintah 
secara langsung maupun tidak langsung. Sebagaimana halnya di negeri Malaysia, 
penanganan haji sudah dilakukan melalui Syekh Haji. Upaya yang dilakukan pun 
dilakukan dengan aktivitas pengadaan Tabung Haji. Sehingga calon Jemaah haji 
mendapat kemudahan dalam menjalankan ibadahnya. [] 
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PROBLEMATIKA PEMBIAYAAN MUDHÂRABAH  
DI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA 
 
A. Chairul Hadi 
 
 
Abstract: Financing Problems of Mudhârabah at Islamic Banking in 
Indonesia. Islamic bank was originally constructed as a non-usurious bank 
with profit and loss sharing in all its operational mechanism. However, its 
progress in fulfilling the function of banks as intermediaries (financial inter-
mediary), all types of business law legalized of syar'î based non-profit-sha-
ring such as trade, leasing, and other services into products of Islamic 
banks. In fact, theoretically financing products with profit sharing scheme 
can be more economically prosperous society. This article discusses the 
problems and solutions system sharing (mudhârabah) in the scheme of 
financing in Islamic banks. 
 
Keywords: mudhârabah, profit sharing financing, underwriting agencies, 
profit loss sharing and revenue sharing  
 
Abstrak: Problematika Pembiayaan Mudhârabah di Perbankan Syariah di 
Indonesia. Bank syariah pada awalnya dikonstruksi sebagai bank non 
ribawî dengan sistem bagi hasil (profit and loss sharing) di semua meka-
nisme operasionalnya. Namun, pada perkembangannya dalam memenuhi 
fungsi perbankan sebagai lembaga perantara (finansial intermediary), se-
mua jenis usaha yang dilegalkan hukum syar’î yang berbasis non-bagi hasil 
seperti perdagangan, sewa-menyewa, dan jasa lainnya menjadi produk 
bank syariah. Persoalannya, ternyata produk bagi hasil ini belum menjadi 
bisnis utama bank syariah. Padahal, secara teoretis produk pembiayaan de-
ngan skema bagi hasil ini dapat lebih menyejahterakan ekonomi masya-
rakat. Artikel ini membahas tentang problematika dan solusi sistem bagi ha-
sil (mudhârabah) dalam skema pembiayaan di bank syariah. 
 
Kata Kunci: mudhârabah, pembiayaan bagi hasil, lembaga penjaminan, 
profit loss sharing dan revenue sharing 
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tabungan mudhârabah dan deposito mudhârabah (shâhib al-mâl), serta pada sisi 
penyaluran dana kepada masyarakat, bank dapat pula berperan sebagai pemilik 
dana (shâhib al-mâl) melalui akad mudhârabah dan musyârakah, dengan nasa-
bah pemakai dana (mudhârib).  
Akad mudhârabah yang dilakukan antara bank dengan pemilik tabungan 
mudhârabah dan deposito mudhârabah membawa konsekuensi risiko bagi pe-
milik dana akan kemungkinan ruginya usaha bank. Namun risiko ini relatif lebih 
ringan karena ketatnya pengawasan Bank Sentral kepada sektor perbankan.4 
Selain itu sektor perbankan diwajibkan mengikuti pelbagai ketentuan Peme-
rintah dan Bank Sentral dalam rangka melindungi pemilik dana.5 
Disisi lain pada waktu bank bertindak sebagai pemilik dana (shâhib al-
mâl), bank menghadapi risiko yang lebih besar karena belum adanya standar 
biaya untuk pelbagai jenis usaha yang berbeda. Standar biaya yang berlaku seka-
rang hanya menyangkut ‚upah minimum regional‛,  sedangkan untuk biaya ope-
rasional lainnya belum ada. Selain daripada itu tidak ada lembaga yang membina 
dan mengawasi nasabah yang berperan sebagai mudhârib.6  
Dengan demikian dibandingkan dengan usaha bank dalam bentuk pem-
biayaan perdagangan  (jual-beli) melalui akad murâbahah, bay‘ bi dhamân ‘âjil, 
salam, ijârah, istishnâ’, dan derivatifnya, usaha pembiayaan dalam bentuk pe-
nyertaan modal dianggap lebih besar risikonya terutama pada akad mudhâ-
rabah. Karena  pada akad mudhârabah ini, pihak bank menyediakan 100% kebu-
tuhan modal usaha, sedang pihak pengusaha menyediakan jasa pengelolaan 
usaha. Sebagai shâhib al-mâl, bank tidak dibolehkan turut campur dalam 
kegiatan sehari-hari pihak pengelola usaha. Hasil yang diperoleh dari usaha yang 
dikelola dibagi hasilkan antara bank dengan pengelola usaha sesuai dengan 
porsi yang disepakati bersama. Dalam hal terjadi kerugian, maka rugi uang di-
tanggung seluruhnya atau sebagian oleh bank, sedang pengelola tidak mem-
peroleh bayaran dari usahanya. 
Tingginya risiko (high risk) inilah yang  menjadikan mengapa komposisi 
penyaluran dana kepada masyarakat yang lebih banyak dalam bentuk pembia-
yaan perdagangan (murâbahah), dibandingkan dengan bentuk penyertaan mo-
dal (mudhârabah dan musyârakah), padahal yang mempunyai dampak langsung 
kepada pertumbuhan ekonomi berupa tumbuhnya peluang usaha baru, kesem-
                                                 
4 Karnaen A. Perwataatmadja, ‚Upaya Memurnikan Pelayanan Bank Syariah, Khusus Pem-
biayaan Murabahah Dan Mudhârabah di Indonesia‛, Makalah Pada Komisi Ahli Perbankan Syariah 
Bank Indonesia,  Jakarta, April 2002,  h. 13. 
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patan kerja baru, dan peningkatan pendapatan penduduk adalah pembiayaan 
dalam bentuk kerjasama ini baik  mudhârabah maupun musyârakah.7 
Lebih menarik lagi, komposisi penyaluran dana kepada masyarakat yang 
didominasi pembiayaan perdagangan ini tidak hanya terjadi pada perbankan 
syariah di Indonesia, tetapi juga terjadi pada perbankan syariah di negara lainnya 
di seluruh dunia. Di perbankan syariah nasional saat ini, pembiayaan yang masih 
mendominasi adalah pembiayaan non-bagi hasil, hal ini terlihat pada data yang 
ada pada Bank Indonesia. 
 
Tabel Komposisi Pembiayaan (Juta Rupiah) 
Compositon of Financing (Million IDRs) 
 
Rincian Pembiayaan yang  
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*) Data Revisi (revision) 
Sumber: Bank Indonesia, Statistik Bank Syariah, Maret 2008 
 
Dari tabel di atas terlihat pembiayaan paling dominan adalah pembiayaan 
murâbahah yang merupakan salah satu jenis dari pembiayaan non-bagi hasil. 
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Tidak dapat dimungkiri bahwa pada kenyataanya pembiayaan bank sya-
riah lebih dititik beratkan melalui skema murâbahah, bahkan kalau kita banding-
kan ternyata bank-bank Islam papan atas dunia, juga memiliki kecenderungan 
menjadikan skema murâbahah sebagai pembiayaan yang utama. Sebagai con-
toh adalah Bahrain Islamic Bank, Faysal Islamic Bank, Bank Islam Malaysia, Ku-
wait Finance House dan lain-lain dimana kalau dirata-ratakan, skema murâba-
hah-nya mencapai 70% persen.8  
 
Tabel Penyaluran Dana dalam Produk Bank Syariah  
di Beberapa Negara 
 
Jenis Malaysia Bahrain Bangladesh Emirat  Jordan Turki 
Murâbahah 86,2% 69,9% 61,0% 96,3% 43,9% 17,3% 
Ijârah 8,7% 13,3% 13% - - 60,6% 
Mudhârabah - - 3,2% 1,6% - - 
Musyârakah 1.7 7,6% 12,9% 2,1% 2,8% 0,7% 




Sebagian besar ulama dan pakar juga sependapat bahwa bank syariah me-
rupakan bank yang berprinsip utama bagi hasil, sehingga pembiayaan bagi hasil 
seharusnya lebih diutamakan dan dominan dibandingkan dengan pembiayaan 
non-bagi hasil. Sementara sebagian pakar yang lain memandang wajar kecende-
rungan pembiayaan non-bagi hasil bank syariah, khususnya pada tahap awal 
pengembangan mengingat pelbagai kendala yang dihadapi. 
Pembiayaan bagi hasil adalah pola pembiayaan yang mencerminkan spirit 
perbankan syariah. dengan alasan adalah sebagai berikut: Pertama, pembiayaan 
bagi hasil dapat mengurangi peluang terjadinya resesi ekonomi dan krisis keua-
ngan. Hal ini dikarenakan bank syariah adalah institusi keuangan yang berbasis 
asset (asset-based). Artinya, bank syariah bertransaksi berdasarkan aset riil dan 
bukan mengandalkan pada kertas kerja semata. Sementara disisi lain, bank 
konvensional hanya bertransaksi berdasarkan paper work dan dokumen semata, 
kemudian membebankan bunga dengan prosentase tertentu kepada calon 
investor. Kedua, investasi akan meningkat yang disertai dengan pembukaan 
                                                 
8Ascarya dkk, Working Paper: Dominasi Pembiayaan Non-Bagi Hasil di Perbankan Syariah: 
Masalah dan Solusi, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia. 2004), h. 
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lapangan kerja baru. Akibatnya tingkat pengangguran akan dapat dikurangi dan 
pendapatan masyarakat akan bertambah. Ketiga, pembiayaan bagi hasil akan 
mendorong tumbuhnya pengusaha atau investor yang berani mengambil kepu-
tusan bisnis yang berisiko. Hal ini akan menyebabkan berkembangnya pelbagai 
inovasi baru, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing bangsa ini. Bila 
ditinjau dari sisi nasabah, nasabah akan membandingkan secara cermat antara 
expected rate of return yang ditawarkan oleh bank syariah dengan tingkat suku 
bunga yang ditawarkan oleh bank konvensional.9 
Dari uraian di atas terlihat bahwa skim pembiayaan yang tepat sebagai 
mesin akselerasi pembangunan kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah 
pembiayaan mudhârabah (bagi hasil), yang tentunya harus dilaksanakan secara 
profesional. 
Dominasi pembiayaan non-bagi hasil jelas bukanlah kondisi ideal yang 
diinginkan, industri perbankan syariah bersama-sama dengan pemerintah mau-
pun Bank Indonesia harus tetap mempersiapkan sistem maupun infrastruktur 
dengan mencari solusi yang tepat untuk meningkatkan pembiayaan bagi hasil.10 
Terlebih lagi, sesuai dengan visi dan misi pengembangan perbankan syariah 
nasional yang di antaranya adalah mencapai masyarakat yang sejahtera secara 
material dan spiritual (falah) yang mampu mendukung sektor riil melalui ke-
giatan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam rangka mendorong pertum--
buhan ekonomi nasional.11  
Hal di atas secara berangsur-angsur mulai dibuktikan oleh Bank Indonesia 
yang telah menargetkan di dalam blue print perbankan syariah nasional yaitu 
40% proporsi untuk pembiayaan bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah 
dalam rentang waktu 2008-2011. Persiapan itu jelas tidak dapat dilakukan secara 
mendadak, melainkan mau tidak mau harus mulai dipersiapkan dari sekarang, 
karena perkembangan pesat yang sedang berlangsung perlu diarahkan agar 
tidak terlanjur berkembang kearah yang tidak diinginkan.12 Dari paparan di atas 
kiranya dapat disimpulkan bahwa masalah pokok kecilnya jumlah pembiayaan 
dengan sistem bagi hasil adalah adanya kendala-kendala teknis baik internal 
(bank) maupun eksternal (calon nasabah). Tingginya risiko menjadi pertimbang-
                                                 
9Ascarya dkk, Working Paper: Dominasi Pembiayaan Non-Bagi Hasil di Perbankan Syariah, h. 
3.  
10Bank Indonesia, ‛Peranan Bank Indonesia dalam Pengembangan Perbankan Syariah‛, 
dalam Seminar Shariah Economic Gathering_4 us, (Jakarta: Kajian Ekonomi Syariah Persada, UKM 
Ishlah LPT UPI YAI, 2006), h. 6-7. 
11Umer Chapra, Prohibition of Interest: Does It Make Sense?, (Durban: IDM Publication, 2001),  
h. 28.  
12Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisia Fiqh dan Keuangan,  h. 186-190.  
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UKM dan dengan skim mudhârabah, lembaga ini yang akan melakukan inves-
tigasi mengenai perilaku mitra sehingga dapat dipercaya akan amanah dalam 
mengelola dana, dan memiliki kemampuan dalam berusaha. Bila perilaku ama-
nahnya diragukan dan kemampuannya rendah tidak akan dijamin dalam mem-
peroleh pembiayaan dari bank syariah. Untuk nasabah yang masih rendah 
kemampuannya lembaga dapat memberikan peletihan sehingga nasabah yang 
memenuhi syarat (eligible) untuk memperoleh pembiayaan dari bank syariah 
dan dijamin oleh lembaga tersebut. Bank syariah akan memperoleh kembali 
dananya bila terjadi kegagalan nasabah karena negligence ataupun moral failure, 
namun bila kegagalan karena normal business loss, maka bank turut menang-
gung kerugian tersebut.16 
Sistem jaminan ini sebenarnya telah dipraktikkan pada bank-bank syariah 
di beberapa negara. International Islamic Bank for Invesment and Development 
(IIBID) dalam menjalankan pembiayaan kontrak mudhârabah menerapkan 
persyaratan adanya jaminan dari pihak mudhârib untuk diberikan kepada bank. 
Salah satu persyaratan kontrak mudhârabah di Faisal Islamic Bank of Mesir 
(FIBE) adalah jika terbukti mudhârabah tidak memanfaatkan dana atau tidak 
menjaga barang dagangannya sebagaimana mestinya berdasarkan ketentuan 
persyaratan dari investor, dimana mudhârib mengalami kerugian, maka jaminan 
(garansi) yang diberikan dijadikan sebagai ganti atas kerugian yang dialaminya. 
Dalam kasus tersebut, mudhârib  bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. 
Oleh karenanya jaminan yang disyaratkan dalam kontrak menjadi konfensasi 
pihak bank. Jika jaminan tidak cukup, maka mudhârib harus memberikan tam-
bahan jaminan dalam jangka waktu yang di tentukan.17 
Dalam kacamata fikih, pada prinsipnya, mudhârabah berlangsung berda-
sarkan amanah dan wakalah, maka si mudhârib menjadi seorang amin (terper-
caya) bagi shâhib al-mâl yang berakad dengannya. Sementara itu modal yang 
ditangannya merupakan amanah, karena itu menerima dan mengelolanya de-
ngan seijin shâhib al-mâl. Dengan demikian mudhârib tidak menanggung risiko 
yang menimpa harta tersebut kecuali pada kasus penyelewengan, keteledoran, 
dan unsur kesengajaan yang dilakukan mudhârib.18 
Demikian pula mudhârib menjadi wakil dari shâhib al-mâl ketika menge-
                                                 
16Wahbah al-Zuhayli,  Nazhariyyah al-Dhamân aw Ahkâm al-Mas’ûliyyah al-Madaniyyah wa al-
Jina’iyyah fi al-Fiqh al-Islâmî, (Suriyah: Dâr al-Fikr, 1998), h. 159, dan ‘Abd al-Razzâk Rahîm Jiddi al-
Haytamî, al-Masharîf al-Islâmiyyah bayn al-Nazhariyyah wa al-Tathbîq , (Aman: Dâr Usâmah lin-Nasr, 
1998),  h. 492-493. 
17Ibn Rusyd, Bidâyah al-Mujtahid, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th), Vol. II, h. 179. dan Wahbah al-
Zuhaylî, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh,  (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1997),  h. 3945. 
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Dalam kasus tersebut, mudhârib  bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. 
Oleh karenanya jaminan yang disyaratkan dalam kontrak menjadi konfensasi 
pihak bank. Jika jaminan tidak cukup, maka mudhârib harus memberikan tam-
bahan jaminan dalam jangka waktu yang di tentukan.17 
Dalam kacamata fikih, pada prinsipnya, mudhârabah berlangsung berda-
sarkan amanah dan wakalah, maka si mudhârib menjadi seorang amin (terper-
caya) bagi shâhib al-mâl yang berakad dengannya. Sementara itu modal yang 
ditangannya merupakan amanah, karena itu menerima dan mengelolanya de-
ngan seijin shâhib al-mâl. Dengan demikian mudhârib tidak menanggung risiko 
yang menimpa harta tersebut kecuali pada kasus penyelewengan, keteledoran, 
dan unsur kesengajaan yang dilakukan mudhârib.18 
Demikian pula mudhârib menjadi wakil dari shâhib al-mâl ketika menge-
                                                 
16Wahbah al-Zuhayli,  Nazhariyyah al-Dhamân aw Ahkâm al-Mas’ûliyyah al-Madaniyyah wa al-
Jina’iyyah fi al-Fiqh al-Islâmî, (Suriyah: Dâr al-Fikr, 1998), h. 159, dan ‘Abd al-Razzâk Rahîm Jiddi al-
Haytamî, al-Masharîf al-Islâmiyyah bayn al-Nazhariyyah wa al-Tathbîq , (Aman: Dâr Usâmah lin-Nasr, 
1998),  h. 492-493. 
17Ibn Rusyd, Bidâyah al-Mujtahid, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th), Vol. II, h. 179. dan Wahbah al-
Zuhaylî, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh,  (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1997),  h. 3945. 
18Al-Shan’ani, Subul al-Salâm, (Dâr al-Kutub al-‘Arabî, 1990), Cet. V, Juz III,  h. 178.  
lolanya dengan mengembangkannya dalam perniagaan, karena pengelolaannya 
dengan shâhib al-mâl maka hal itu merupakan realisasi dari arti wakâlah dan 
amanah. Oleh karena itu jika shâhib al-mâl menuntut adanya persyaratan 
jaminan (garansi) beserta ketentuan-ketentuannya kepada pengelola 
(mudhârib), menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i kontrak tersebut 
tidak sah. Dengan demikian dalam mudhârabah prinsipnya tidak perlu 
mensyaratkan agunan sebagai jaminan, karena menurut ulama Hanafiyyah dan 
Hanâbilah walaupun mudhârabah-nya dibenarkan tapi syaratnya batil.19 
Namun, pada kondisi zaman tertentu karena semakin tipisnya kekuatan 
iman dan amanah, banyak kasus penyelewengan dan penipuan (baik secara 
kualitas maupun kuantitas), dan dengan menganut prinsip tidak boleh saling 
membahayakan sebagaimana tertera dalam kaidah fikih yang diambil dari teks 
Hadis Nabi Saw.: 
 
Dari Ibn Abbas R.a., bahwa Rasulullah Saw. bersabda, ‚Tidak boleh mem-
bahayakan orang lain dan tidak boleh membalas tindakan orang lain yang 
membahayakan dengan bahaya pula‛. (H.r. Ahmad dan Ibn Mâjah).20 
 
Oleh karenanya dalam kasus mudhârabah dewasa ini kadang dibutuhkan 
sesuatu sebagai jaminan bagi shâhib al-mâl yang diambil dari amil untuk 
keamanan modal shâhib al-mâl. Dengan pertimbangan hal ini maka dibolehkan 
bagi shâhib al-mâl untuk meminta agunan dari mudhârib sebagai jaminan yang 
telah menjadi suatu kebutuhan (hâjah) bagi kontrak syarikat mudhârabah. 
Tetapi jaminan itupun sebenarnya harus fleksibel, mudah dan tidak 
menyulitkan bagi mudhârib. Maksudnya adalah jaminan tersebut dapat berben-
tuk moril yaitu: surat rekomendasi (tazkiyah) dari seseorang atau lembaga yang 
dapat dijadikan penjamin, terpercaya dan bertanggung jawab sebagaimana da-
lam bentuk materil yaitu barang. Kedua bentuk jaminan inilah yang dapat dijadi-
kan pemecah pada saat timbul masalah yang tidak diinginkan dari mudhârib de-
ngan cara yang adil, arif, dan bijaksana. 
                                                 
19Jumhur Ulama berpendapat bahwa al-mashlahah al-mursalah adalah hujjah syariat yang 
dijadikan dasar pembentukan hukum untuk merelaisasikan kesejahtraan manusia. Lihat ‘Abd al-
Wahhâb Khallâf, Kaidah-kaidah Hukum Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 1993),  h. 126-133 
20Al-Bayhaqî, al-Sunan al-Kubrâ, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th), Vol. VI,  h. 111. 
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Kebolehan bagi shâhib al-mâl untuk meminta suatu jaminan dari amil da-
pat berpijak pada kaidah usul fikih yaitu al-mashlahah al-mursalah21 yang meng-
acu kepada kebutuhan, kepentingan, kebaikan, dan maslahah umum selama 
tidak bertentangan dengan prinsip dan dalil tegas syari’ dan benar-benar mem-
bawa kepada kebaikan bersama yang tidak berdampak menyulitkan serta meru-
gikan orang atau pihak lain secara umum. 
Kedua, menetapkan rasio maksiamal biaya operasi terhadap pendapatan 
operasi. Hal ini dimaksudkan agar mudhârib menjalankan operasi bisnisnya se-
cara efisien. Bila rasio ini mencapai 100%, berarti bisnis mudhârib tidak meng-
hasilkan keuntungan operasional Keadaan ini tentunya tidak menarik pemilik 
modal untuk investasi, karena tidak ada yang dibagihasilkan. Bila rasio ini men-
capai 80%, berarti ada marjin keuntungan operasional sebesar 20%, keuntungan 
inilah yang dapat dibagikan kepada pemilik modal. Untuk memastikan mudhârib 
menjalankan bisnis mudhârabah-nya dengan efisien, maka dapat ditetapkan 
syarat agar mudhârib harus selalu menjaga rasio ini maksimal, misalnya  80%.  
Dengan tetap berpegang pada komitmen untuk menerapkan prinsip profit 
and loss sharing pada akad mudhârabah, maka perbankan syariah sebenarnya 
sudah bisa memulainya sekarang pada waktu berperan sebagai shâhib al-mâl. 
Moral hazard yang dikhawatirkan melekat pada nasabah penerima pembiayaan 
mudhârabah sebenarnya bisa dikurangi dengan menyepakati terlebih dahulu 
biaya-biaya apa saja yang lazimnya ada pada suatu usaha tertentu yang dikelola 
mudhârib. Pada akad pertama kemungkinan ada biaya penting yang luput dican-
tumkan dalam kesepakatan, namun pada akad-akad berikutnya biaya-biaya yang 
luput akan semakin berkurang. Memang disini diperlukan proses belajar yang 
mungkin saja tidak terlalu lama sehingga akhirnya diketemukan standar biaya 
yang berlaku untuk suatu usaha tertentu dan demikian juga untuk usaha-usaha 
tertentu lainnya. 
Para ulama telah sepakat membolehkan  dan mengakui syarat-syarat atau 
ketentuan yang ditetapkan shâhib al-mâl dalam menggunakan modal mudhâra-
bah dan mewajibkan kepada amil untuk menepatinya selama bermanfaat bagi 
kepentingan syarikat dan tidak bertentangan dengan kaidah dan hukum syariat. 
Dalam sebuah hadis riwayat Thabrânî menyatakan: 
                                                 
21Al-Shan’ânî, Subul al-Salam, (Dâr al-Kutub al-‘Arabî, t.th), Cet. V, Juz III, h. 119. 
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Kebolehan bagi shâhib al-mâl untuk meminta suatu jaminan dari amil da-
pat berpijak pada kaidah usul fikih yaitu al-mashlahah al-mursalah21 yang meng-
acu kepada kebutuhan, kepentingan, kebaikan, dan maslahah umum selama 
tidak bertentangan dengan prinsip dan dalil tegas syari’ dan benar-benar mem-
bawa kepada kebaikan bersama yang tidak berdampak menyulitkan serta meru-
gikan orang atau pihak lain secara umum. 
Kedua, menetapkan rasio maksiamal biaya operasi terhadap pendapatan 
operasi. Hal ini dimaksudkan agar mudhârib menjalankan operasi bisnisnya se-
cara efisien. Bila rasio ini mencapai 100%, berarti bisnis mudhârib tidak meng-
hasilkan keuntungan operasional Keadaan ini tentunya tidak menarik pemilik 
modal untuk investasi, karena tidak ada yang dibagihasilkan. Bila rasio ini men-
capai 80%, berarti ada marjin keuntungan operasional sebesar 20%, keuntungan 
inilah yang dapat dibagikan kepada pemilik modal. Untuk memastikan mudhârib 
menjalankan bisnis mudhârabah-nya dengan efisien, maka dapat ditetapkan 
syarat agar mudhârib harus selalu menjaga rasio ini maksimal, misalnya  80%.  
Dengan tetap berpegang pada komitmen untuk menerapkan prinsip profit 
and loss sharing pada akad mudhârabah, maka perbankan syariah sebenarnya 
sudah bisa memulainya sekarang pada waktu berperan sebagai shâhib al-mâl. 
Moral hazard yang dikhawatirkan melekat pada nasabah penerima pembiayaan 
mudhârabah sebenarnya bisa dikurangi dengan menyepakati terlebih dahulu 
biaya-biaya apa saja yang lazimnya ada pada suatu usaha tertentu yang dikelola 
mudhârib. Pada akad pertama kemungkinan ada biaya penting yang luput dican-
tumkan dalam kesepakatan, namun pada akad-akad berikutnya biaya-biaya yang 
luput akan semakin berkurang. Memang disini diperlukan proses belajar yang 
mungkin saja tidak terlalu lama sehingga akhirnya diketemukan standar biaya 
yang berlaku untuk suatu usaha tertentu dan demikian juga untuk usaha-usaha 
tertentu lainnya. 
Para ulama telah sepakat membolehkan  dan mengakui syarat-syarat atau 
ketentuan yang ditetapkan shâhib al-mâl dalam menggunakan modal mudhâra-
bah dan mewajibkan kepada amil untuk menepatinya selama bermanfaat bagi 
kepentingan syarikat dan tidak bertentangan dengan kaidah dan hukum syariat. 
Dalam sebuah hadis riwayat Thabrânî menyatakan: 
                                                 
21Al-Shan’ânî, Subul al-Salam, (Dâr al-Kutub al-‘Arabî, t.th), Cet. V, Juz III, h. 119. 
 
 
Ibn ‘Abbâs R.a. meriwayatkan bahwa ‘Abbâs ibn ‘Abd al-Muthâlib ketika 
menyerahkan harta sebagai mudhârabah, ia mensyaratkan kepada mudhâ-
rib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta ti-
dak membeli hewan ternak, jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudhârib) 
harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu 
didengar Rasulullah, beliau membenarkannya. (H.r. Thabrâni).22 
 
 Dan Hadis Nabi Saw.: 
 
 
Dari Amr ibn ‘Awf al-Muzanî R.a., bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda, 
‚Orang-orang Muslim terikat dengan syarat-syarat antara mereka kecuali 
syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.‛ 
(H.r. Tarmidzî).23 
 
Dalam kitab-kitab fikih disebutkan bahwa ada dua hak pengelola 
(mudhârib) yaitu memperoleh biaya operasional (al-nafaqah) dan keuntungan 
(ar-ribh).24 Dalam masalah biaya operasional untuk mudhârib, sebenarnya dalam 
hal ini para ulama berbeda pendapat menurut Wahbah al-Zuhaylî ada tiga pen-
dapat tentang nafaqah untuk mudhârib. Bagi imam Syâfi‘î, tidak boleh ada biaya 
bagi mudhârib yang diambil dari harta mudhârabah baik usaha mudhârabah itu 
menetap ataupun berpergian kecuali ada ijin dari pemilik modal (shâhib al-mâl), 
karena hak mudhârib hanya dapat diambil dari keuntungan, tidak ada hak selain 
itu. Jika disyaratkan ada nafaqah bagi mudhârib, maka akad mudhârabah terse-
but tidak berlaku. Pendapat kedua menurut Ibrâhîm al-Nakhâ’î dan al-Hasan al-
                                                 
22Wahbah al-Zuhaylî, al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh, (Damascus: Dâr al-Fikr), h. 3957.  
23Wahbah al-Zuhaylî, al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh, h. 3957. 
24Wahbah al-Zuhaylî, al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh, h. 3957. 
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Bashrî bahwa mudhârib berhak nafaqah baik menetap maupun berpergian 
dalam usaha mudhârabah-nya. Ketiga pendapat jumhur ulama di antaranya Abû 
Hanîfah, Mâlik, dan Zaidiyah menyatakan bahwa bagi mudhârib biaya operasio-
nal hanya untuk usaha mudhârabah yang berpergian dan tidak bagi yang mene-
tap. Menurut golongan Hambalî dibolehkan mudhârib mensyaratkan adanya 
biaya operasional (nafaqah) baginya baik dalam keadaan menetap ataupun 
mengadakan perjalanan dalam usahanya.25 
Sedangkan standar biaya operasional menurut Ulama Hanafiyah adalah 
sesuatu yang lazim memenuhi kebutuhan hidup seperti makanan, biaya ad-
ministrasi, transportasi dan lain-lain dan yang paling penting penentuan standar 
jumlah biaya operasional menurut Abu Hanifah adalah standar biaya yang lazim 
telah diketahui oleh pelaku bisnis dan tidak berlebih-lebihan. Apabila mudhârib 
melanggar dengan menggunakan biaya operasional lebih dari kelaziman usaha 
maka ia harus menanggung.26 Dengan demikian usaha bisnis dengan sistem bagi 
hasil ini secara langsung membangun etika bisnis yang transparan, jujur, ama-
nah, dan berkeadilan.  Untuk mendukung agar skema bagi hasil ini lebih mena-
rik di perbankan syariah, maka  lembaga yang berwenang seyogyanya menetap-
kan standar baku biaya oprasional pada tiap jenis usaha.
Ketiga, kembali kepada asas profit loss sharing (PLS) pada akad penyer-
taan modal. Permasalahan pilihan profit and loss sharing atau revenue sharing 
sebenarnya permasalahan yang khas pada akad penyertaan modal di perbankan 
syariah. Masalah ini timbul ketika bank sebagai shâhib al-mâl harus menghadapi 
risiko ketika penyaluran dananya kepada masyarakat pada akad mudhârabah 
dimana bank tidak diperkenankan turut campur dalam kegiatan sehari-hari 
usaha pengelola (mudhârib). Penjelasan yang paling banyak diketemukan 
adalah adanya moral hazard dipihak penerima dana yang sekaligus bertindak 
sebagai mudhârib. Sementara itu disisi lain ketika bank bertindak sebagai 
mudhârib, bank diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku untuk bersifat 
transparan dan selalu diawasi oleh Bank Sentral. 
Pilihan mana yang akan diambil antara profit and loss sharing atau revenue 
sharing mempunyai konsekuensi yang berbeda. Apabila profit and loss sharing 
yang dipilih, maka konsekuensinya jumlah yang harus dibagihasilkan telah diku-
rangi terlebih dahulu dengan semua biaya-biaya yang diperlukan, sehingga jum-
lahnya menjadi lebih sedikit. Sedang apabila revenue sharing yang dipilih maka 
konsekuensinya jumlah yang harus dibaghasilkan lebih banyak, tetapi bagi 
                                                 
25Lihat Ibn Qudamah, al-Mughnî, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah), Vol. V,  h. 36. 
26Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: 
DSN-MUI dan Bank Indonesia,  2001),  Edisi I, h. 87–90. 
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Bashrî bahwa mudhârib berhak nafaqah baik menetap maupun berpergian 
dalam usaha mudhârabah-nya. Ketiga pendapat jumhur ulama di antaranya Abû 
Hanîfah, Mâlik, dan Zaidiyah menyatakan bahwa bagi mudhârib biaya operasio-
nal hanya untuk usaha mudhârabah yang berpergian dan tidak bagi yang mene-
tap. Menurut golongan Hambalî dibolehkan mudhârib mensyaratkan adanya 
biaya operasional (nafaqah) baginya baik dalam keadaan menetap ataupun 
mengadakan perjalanan dalam usahanya.25 
Sedangkan standar biaya operasional menurut Ulama Hanafiyah adalah 
sesuatu yang lazim memenuhi kebutuhan hidup seperti makanan, biaya ad-
ministrasi, transportasi dan lain-lain dan yang paling penting penentuan standar 
jumlah biaya operasional menurut Abu Hanifah adalah standar biaya yang lazim 
telah diketahui oleh pelaku bisnis dan tidak berlebih-lebihan. Apabila mudhârib 
melanggar dengan menggunakan biaya operasional lebih dari kelaziman usaha 
maka ia harus menanggung.26 Dengan demikian usaha bisnis dengan sistem bagi 
hasil ini secara langsung membangun etika bisnis yang transparan, jujur, ama-
nah, dan berkeadilan.  Untuk mendukung agar skema bagi hasil ini lebih mena-
rik di perbankan syariah, maka  lembaga yang berwenang seyogyanya menetap-
kan standar baku biaya oprasional pada tiap jenis usaha.
Ketiga, kembali kepada asas profit loss sharing (PLS) pada akad penyer-
taan modal. Permasalahan pilihan profit and loss sharing atau revenue sharing 
sebenarnya permasalahan yang khas pada akad penyertaan modal di perbankan 
syariah. Masalah ini timbul ketika bank sebagai shâhib al-mâl harus menghadapi 
risiko ketika penyaluran dananya kepada masyarakat pada akad mudhârabah 
dimana bank tidak diperkenankan turut campur dalam kegiatan sehari-hari 
usaha pengelola (mudhârib). Penjelasan yang paling banyak diketemukan 
adalah adanya moral hazard dipihak penerima dana yang sekaligus bertindak 
sebagai mudhârib. Sementara itu disisi lain ketika bank bertindak sebagai 
mudhârib, bank diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku untuk bersifat 
transparan dan selalu diawasi oleh Bank Sentral. 
Pilihan mana yang akan diambil antara profit and loss sharing atau revenue 
sharing mempunyai konsekuensi yang berbeda. Apabila profit and loss sharing 
yang dipilih, maka konsekuensinya jumlah yang harus dibagihasilkan telah diku-
rangi terlebih dahulu dengan semua biaya-biaya yang diperlukan, sehingga jum-
lahnya menjadi lebih sedikit. Sedang apabila revenue sharing yang dipilih maka 
konsekuensinya jumlah yang harus dibaghasilkan lebih banyak, tetapi bagi 
                                                 
25Lihat Ibn Qudamah, al-Mughnî, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah), Vol. V,  h. 36. 
26Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: 
DSN-MUI dan Bank Indonesia,  2001),  Edisi I, h. 87–90. 
mudhârib jumlah bagi hasil yang merupakan bagiannya itu menjadi berkurang 
karena semua ongkos-ongkos yang telah dipergunakan menjadi tanggungannya. 
Dengan demikian pada pilihan revenue sharing pihak yang selalu diuntungkan 
adalah shâhib al-mâl, sedangkan pada profit and loss sharing dapat mengun-
tungkan mudhârib atau merugikan shâhib al-mâl apabila biaya-biaya usaha tidak 
dikendalikan. 
Dari pandangan syariah sebenarnya yang dikehendaki adalah profit and 
loss sharing (PLS) karena model inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw. 
ketika beliau menjadi mudhârib dari Siti Khadijah R.a. Namun dari segi praktis 
perbankan ada yang berpendapat bahwa sulit untuk mencari seorang mudhârib 
yang kualitas pribadinya mendekati Rasulullah Saw. Jadi ada masalah moral 
hazard di pihak mudhârib.  
Dalam perspektif fikih yang harus dibagi-hasilkan adalah keuntungan ber-
sih setelah dikurangi biaya-biaya (profit loss sharing) untuk kegiatan mudhâra-
bah dan tidak bolek keuntungan kotor sebelum dikurangi biaya-biaya. Sebab, 
pembagian keuntungan tertentu yang terjadi pada akad mudhârabah hanya 
boleh dilakukan setelah benar-benar jelas keuntungannya, setelah dikurangi 
biaya-biaya. Hal ini adalah sesuai dengan pendapat para fuqaha dari madzhab 
Hanafi, Maliki dan sebagian Hambali berpendapat bahwa ‘amil tidak berhak 
mendapatkan bagiannya dalam keuntungan kecuali setelah pembagian dan 
shâhib al-mâl mendapatkan kembali modalnya secara utuh.27 
Semua analisa akademik pun mengambil asumsi bahwa yang dilakukan 
lembaga keuangan syariah itu adalah profit and loss sharing karena secara nyata 
profit and loss sharing memang mempunyai dampak positif bagi pembangunan. 
Namun demikian fakta dilapangan pada sisi penyaluran dana kepada sektor 
usaha menunjukkan adanya pelbagai macam usaha yang mempunyai karakteris-
tik biaya yang berbeda. Bank sebagai pemilik modal (shâhib al-mâl) tahap kedua 
atau pemegang amanah dari shâhib al-mâl tahap pertama menghadapi kesulitan 
untuk mengakui biaya-biaya usaha yang dikeluarkan para nasabah pengusaha 
sebagai mudhârib. Padahal biaya-biaya yang sulit diverifikasi inilah yang kemu-
dian menjadi pengurang seluruh pendapatan yang akan dibagihasilkan. 
Dalam bisnis yang biaya tidak terduga besarnya, tentu hal ini akan menjadi 
sumber perselisihan antara pemilik dana dengan mudhârib tentang siapa yang 
harus menanggung biaya-biaya tersebut. Dalam proposal yang diajukan oleh 
mudhârib, biaya tersebut terlihat kecil sehingga pemilik dana mengharapkan 
keuntungan yang besar dari bisnis mudhârib tersebut, yang juga berarti bagi hasil 
                                                 
27Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syariah, h. 87–90. 
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yang besar bagi pemilik dana. Namun timbulnya biaya yang tak terduga yang 
sebelumnya tidak dikomunikasikan oleh mudhârib kepada pemilik dana, 
tentunya akan mengakibatkan margin keuntungan yang kecil sehingga bagi 
hasilnya pun kecil. Dalam hal mudhârib telah menyampaikan secara transparan, 
maka tanggung jawab sepenuhnya berada pada pemilik dana, karena berarti 
pemilik dana sedah mengetahui risiko bisnis (business risk) yang dihadapinya. 
Namun dalam hal mudhârib tidak menyampaikan secara transparan, maka 
untuk menghindari perselisihan mengenai siapa yang harus menaggung biaya 
tidak terduga itu, pemilik dana dapat menetapkan syarat bahwa biaya-biaya yang 
tidak terduga tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab mudhârib atau 
dengan kata lain yang dibagihasilkan adalah revenue. 
Terkait dengan kesulitan bank sebagai pemilik modal (shâhib al-mâl) ta-
hap kedua atau pemegang amanah dari pemilik modal (shâhib al-mâl) tahap 
pertama untuk mengakui biaya-biaya usaha yang diajukan mudhârib, maka pada 
tahapan awal, telah disepakati pada rapat Dewan Syariah Nasional (DSN) dan 
Dewan Standar Akuntasi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia tanggal 10 Juni 
2000 bahwa revenue sharing dapat dilakukan pada perbankan. Karena bank 
mem-punyai dua peran ganda yaitu sebagai mudhârib dan juga sebagai shâhib 
al-mâl, maka pada waktu bank bertindak sebagai mudhârib, yang akan diuntung-
kan adalah shâhib al-mâl yang dalam hal ini adalah para pemilik tabungan 
mudhârabah dan deposito mudhârabah, sedangkan pada giliran bank bertindak 
sebagai shâhib al-mâl pada akad mudhârabah, maka bank ada di pihak yang 
diuntungkan. 
Dalam rangka pemurnian pelayanan perbankan syariah, telah direkomen-
dasikan oleh peserta seminar ‚Problem of Islamic Banks‛ yang diselenggarakan 
bersama antara Islamic Research and Traning Institute (IRTI) IDB dengan Fikih 
Academy (Lembaga Fatwa) dari Organisasi Konferensi Islam (OKI) bulan April 
1993 di Jeddah, Saudi Arabia, bahwa perbankan syariah harus mengurangi 
ketergantungannya kepada pembiayaan berbasis mark-up, dan mengerahkan 
segala upaya  untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembiayaan dengan memper-
gunakan prinsip profit and loss sharing . 
Lalu bagaimana kita menanggapi seruan agar bank syariah di Indonesia 
juga dapat memulai pembiayaan penyertaan modal dengan prinsip profit and 
loss sharing tersebut? Pembiayaan penyertaan modal di Indonesia masih meng-
gunakan prinsip renenue sharing khususnya pada posisi bank sebagai mudhârib 
pertama. Bisa dibayangkan dengan tingginya biaya operasional perbankan 
syariah di Indonesia bagaimana kalau bank-bank syariah tersebut menganut 
profit and loss sharing? Tentu bagihasil yang dibagikan kepada nasabah penyim-
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yang besar bagi pemilik dana. Namun timbulnya biaya yang tak terduga yang 
sebelumnya tidak dikomunikasikan oleh mudhârib kepada pemilik dana, 
tentunya akan mengakibatkan margin keuntungan yang kecil sehingga bagi 
hasilnya pun kecil. Dalam hal mudhârib telah menyampaikan secara transparan, 
maka tanggung jawab sepenuhnya berada pada pemilik dana, karena berarti 
pemilik dana sedah mengetahui risiko bisnis (business risk) yang dihadapinya. 
Namun dalam hal mudhârib tidak menyampaikan secara transparan, maka 
untuk menghindari perselisihan mengenai siapa yang harus menaggung biaya 
tidak terduga itu, pemilik dana dapat menetapkan syarat bahwa biaya-biaya yang 
tidak terduga tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab mudhârib atau 
dengan kata lain yang dibagihasilkan adalah revenue. 
Terkait dengan kesulitan bank sebagai pemilik modal (shâhib al-mâl) ta-
hap kedua atau pemegang amanah dari pemilik modal (shâhib al-mâl) tahap 
pertama untuk mengakui biaya-biaya usaha yang diajukan mudhârib, maka pada 
tahapan awal, telah disepakati pada rapat Dewan Syariah Nasional (DSN) dan 
Dewan Standar Akuntasi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia tanggal 10 Juni 
2000 bahwa revenue sharing dapat dilakukan pada perbankan. Karena bank 
mem-punyai dua peran ganda yaitu sebagai mudhârib dan juga sebagai shâhib 
al-mâl, maka pada waktu bank bertindak sebagai mudhârib, yang akan diuntung-
kan adalah shâhib al-mâl yang dalam hal ini adalah para pemilik tabungan 
mudhârabah dan deposito mudhârabah, sedangkan pada giliran bank bertindak 
sebagai shâhib al-mâl pada akad mudhârabah, maka bank ada di pihak yang 
diuntungkan. 
Dalam rangka pemurnian pelayanan perbankan syariah, telah direkomen-
dasikan oleh peserta seminar ‚Problem of Islamic Banks‛ yang diselenggarakan 
bersama antara Islamic Research and Traning Institute (IRTI) IDB dengan Fikih 
Academy (Lembaga Fatwa) dari Organisasi Konferensi Islam (OKI) bulan April 
1993 di Jeddah, Saudi Arabia, bahwa perbankan syariah harus mengurangi 
ketergantungannya kepada pembiayaan berbasis mark-up, dan mengerahkan 
segala upaya  untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembiayaan dengan memper-
gunakan prinsip profit and loss sharing . 
Lalu bagaimana kita menanggapi seruan agar bank syariah di Indonesia 
juga dapat memulai pembiayaan penyertaan modal dengan prinsip profit and 
loss sharing tersebut? Pembiayaan penyertaan modal di Indonesia masih meng-
gunakan prinsip renenue sharing khususnya pada posisi bank sebagai mudhârib 
pertama. Bisa dibayangkan dengan tingginya biaya operasional perbankan 
syariah di Indonesia bagaimana kalau bank-bank syariah tersebut menganut 
profit and loss sharing? Tentu bagihasil yang dibagikan kepada nasabah penyim-
pan dana (tabungan mudhârabah dan deposito mudhârabah) akan lebih kecil 
dari bagi hasil yang telah dicapai sekarang. Apakah akan bisa bersaing dengan 
tingkat bunga simpanan perbankan konvensional? 
Dengan masih tingginya biaya operasional perbankan syariah di Indonesia, 
maka perlu dilakukan usaha bersama para pimpinan bank syariah untuk terus 
mengefisienkan diri  dan di sini pentingnya diterapkannya secara utuh prinsip-
prinsip ajaran Islam yang mengharuskan kita berperilaku efektif dan efisien  dan 
meningkatkan pelayanan dengan baik.  
 
Penutup 
Sistem bagi hasil (mudhârabah) merupakan landasan investasi dan karak-
teristik umum landasaran dasar operasional bank syariah dalam upanya meng-
hindari praktik ribawi. Tingginya risiko (high risk) dari calon pengelola (mudhâ-
rib) karena moral hazard dan kurangnya kesiapan sumberdaya manusia di per-
bankan syariah inilah di antara faktor yang menjadikan komposisi penyaluran 
dana kepada masyarakat lebih banyak dalam bentuk pembiayaan jual beli 
(murâbahah) dibandingkan penyertaan modal (mudhârabah). Adanya batasn-
batasan yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan pembiayaan mudhârabah 
ini antara lain, keharusan adanya garansi (jaminan) atau anggunan berupa fixed 
asset dan menetapkan rasio maksimal bianya oprasional serta pembagian keun-
tungan berdasarkan profit and loss sharing. [] 
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